
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Pembaharuan hukum pidana ekonomi di Indonesia
Iza Fadri, examiner
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=80340&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian mengenai Pembaharuan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia dilakukan dengan mengidentifikasi

permasalahan sebagai berikut: (1) perkembangan hukum pidana ekonomi di Indonesia; (2) perkembangan

kejahatan ekonomi; (3) memanfaatkan serta pelaksanaan UU No. 7 Darurat Tahun 1995; (4) praktek

penyidikan kejahatan ekonomi di Indonesia; serta (5) aspek-aspek hukum pidana ekonomi yang perlu

diperbaharui dan dikembangkan.

<br><br>

Setelah data diperoleh dengan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis

dengan menggunakan metode yang yuridis-kualitatif dan analisis isi (content analysis), maka diperoleh

kesimpulan seperti dikemukakan di bawah ini.

<br><br>

Perkembangan ilmu pengetahauan dan teknologi yang dicapai dewasa ini telah membawa pengaruh bagi

perkembangan kesejateraan dibidang ekonomi. Munculnya institusi-institusi baru, meningkatnya

pengetahuan manusia, ditemukannya sarana teknologi yang semakin canggih pendukung aktivitas ekonomi,

serta adanya hubungan-hubungan antara negara yang semakin mudah sebagai akibat dari globalisasi dunia,

merupakan faktorfaktor yang telah mempengaruhi perkembangan kejahatan di bidang ekonomi.  <br><br>

Dari perkembangan kejahatan tersebut diidentifikasi tiga bentuk kejahatan dibidang ekonomi yang ada,

yaitu: (1) kejahatan ekonomi yang bersifat konvensional biasa; (2)kejahatan ekonomi yang konvensional

dengan modus baru; dan (3) kejahatan ekonomi yang berdimensi baru.

<br><br>

Sebagai salah satu negara sedang membangun, maka menjaga dan mengamankan hasil-hasil pembangunan

bagi Indonesia adalah merupakan suatu keharusan, di mana salah satu cara yang digunakan adalah dengan

melakukan pengaturan hukum termasuk hukum pidananya. oleh karena UU No. 7 Darurat Tahun 1955

tentang Tindak Pidana Ekonomi yang secara faktual kurang mampu mengakomodasikan seluruh aspek

hukum yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi yang berkembang dewasa ini, maka diupayakan suatu

kebijakan di bidang hukum pidana ekonomi yang diarahkan pada usaha  pembaharuan hukum pidana

ekonomi di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana ekonomi ini dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan-

ketentuan hukum yang telah ada untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini, melakukan kompilasi terhadap

pengaturan hukum pidana ekonomi, atau pun menciptakan ketentuan yang sama sekali baru, serta membuat

undang-undang pokok dibidang tindak pidana ekonomi.
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